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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Daerah, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah dapat 
berupaya lebih meningkatkan untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri 
agar mencapai tujuan pemerintahannya. 
 Setiap pemerintah daerah memiliki pendapatan asli daerah (PAD) dari 
berbagai sumber. Pendapatan daerah diakui sebagai penambah kekayaaan daerah 
dalam periode anggaran tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana 
perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.  
 Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari daerah itu sendiri salah 
satunya adalah pajak. Pajak pada dasarnya terdiri dari pajak pusat dan pajak 
daerah, pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan 
dan pembangunan masyarakat luas dan pajak daerah yang dikelola oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan dan pembangunan masyarakat daerah itu 
sendiri. Pajak daerah yang dibebankan ke orang pribadi maupun badan salah 
satunya pajak bumi dan bangunan yang dibebankan atas tanah atau bangunan 
yang menempel diatasnya. 
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 Pajak bumi dan bangunan ini dibebankan kepada orang pribadi atau 
badan yang memiliki tanah dan bangunan yang memberikan manfaat bagi pemilik 
atau pelaku usaha yang bersifat pribadi. Pajak bumi dan bangunan ini 
dikecualikan untuk kegiatan yang digunakan untuk melayani kepentinggan umum 
di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang 
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang tercantum dalam Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak bumi bangunan 
merupakan salah satu penerimaan pajak untuk negara yang memiliki peran 
penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 
 Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) ini merupakan salah satu 
keberhasilan semua pihak yang ikut serta dalam pemungutan pajak bumi 
bangunan. Semua pihak yang ikut serta salah satu meliputi pihak-pihak yang 
berwenang melakukan pemungutan pajak bumi bangunan dan wajib pajak orang 
pribadi maupun badan. Peningkatan pendapatan asli daerah ini terlihat dari 
penerimaan pajak bumi bangunan yang melebihi target yang telah ditentukan oleh 
pemerintah. 
 Penerimaan pajak bumi dan bangunan ini sekarang keseluruhan masuk ke 
pemerintah daerah yang dulunya sebagian masuk ke pemerintah pusat, yang 
tercantum dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yaitu dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 
menjadi pajak daerah untuk memenuhi pembangunan masyarakat daerah. 
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Penerimaan pajak bumi bangunan mendapatkan pencapaian target tidak terlepas 
dari keberhasilan pihak-pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak 
bumi tersebut. 
 Pemungutan pajak ini bersifat memaksa karena didasari oleh undang-
undang yang tercantum dalam pasal 23A UUD 1945 yaitu pajak dan pungutan 
lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang 
sehingga ada unsur kekuasaan untuk menggerakkan seseorang agar berbuat 
sesuatu sesuai yang diinginkan. Mengingat pajak salah satu penerimaan negara 
yang sangat besar maka pemungutan pajak harus dilakukan dengan efektif yaitu 
suatu hal yang dianggap dapat berhasil dan tepat waktu sesuai yang diharapkan 
agar pemungutan pajak mendapatkan target yang telah ditentukan. Pemungutan 
juga harus dilakukan secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan wajib 
pajak. Kurangnya kesadaran masyarakat juga berpengaruh pada penerimaan dan 
pemungutan pajak bumi dan bangunan yang mengakibatkan tidak tercapainya 
penerimaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan, serta masyarakat masih 
merasa tidak mendapatkan timbal balik setelah membayar pajak maka dari itu 
masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak.  
 Fenomena yang terjadi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dan Perkotaan (PBB-P2) yang selalu mengalami kenaikan namun masih adanya 
kendala-kendala dan cara-cara untuk meningkatkan target penerimaan PBB-P2 
Kota Sukabumi. 
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Gambar 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 
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Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi 2018 
 Berdasarkan grafik di atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014-2017 selalu mengalami 
peningkatatan untuk tahun 2018 penerimaan sudah masuk sekitar 25% dari target 
yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota. Hal ini juga tidak semata-mata 
realisasi selalu mencapai target Pemerintah Kota Sukabumi sendiri mempunyai 
cara agar penerimaan PBB-P2 ini selalu meningkat yang dilakukan oleh UPT 
PBB-P2 dan BPHTB Kota Sukabumi serta Pengelola Pajak yang ada. 
 Berdasarkan grafik di atas juga untuk tahun 2017 realisasi menurut dari 
realisasi tahun 2016 walaupun mengalami penurunan dalam realisasi tetapi 
melibihi target yang telah ditentukan yang tentunya Pemerintah Kota Sukabumi 
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mempunyai alasan-alasan yang mendasari penurunan ralisasi tersebut seperti 
halnya masih adanya daerah yang mengalami tunggakan pajak dan masih 
kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. 
 Keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak suatu daerah salah 
satunya keberhasilan pihak-pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak 
untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Pemungutan secara langsung ke 
masyarakat tidak selalu mendapatkan hasil yang memuaskan, pihak yang 
melakukan pemungutan di lingkungan masyarakat mendapatkan kesulitan atau 
kendala-kendala dari berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya manusia dan 
faktor ekonomi yang berpengaruh kepada penerimaan pajak dan upaya 
peningkatan pendapatan asli daerah.  
 
Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 
No Judul Peneliti (tahun) Hasil Perbedaan 
1 Strategi 
Peningkatan 
Penerimaan 
Pajak Bumi dan 
Bangunan 
Sektor 
Perdesaan 
di Kabupaten 
Parigi Moutong 
Nighty Nirwaty 
(2013) 
Bahwa sesuai 
hasil analisis 
SWOT, 
pemerintah daerah 
Kabupaten Parigi 
Moutong melalui 
Dinas 
Pendapatan, 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Asset Daerah 
Kabupaten 
Parigi Moutong 
dalam 
meningkatkan 
penerimaan 
PBB sektor 
Perbedaan 
penelitian ini 
dengan judul 
saya yaitu tidak 
hanya 
mengetahuhi 
strategi 
penerimaannya 
tetapi untuk 
mengetahui 
bagaimana 
strategi 
pemungutannya 
juga. 
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Perdesaan di 
Kabupaten 
Parigi Moutong 
memprioritaskan 
penggunaan 
Strategi 
Kekuatan-Peluang 
(Strenght-
Opportunity) 
dan Strategi 
Kelemahan-
Ancaman 
(Weaknesses-
Threats). Strategi 
Kekuatan- 
Peluang 
(Strenght-
Opportunity) yang 
diprioritaskan 
adalah 
“Mempertahankan 
pertumbuhan 
ekonomi 
Kabupaten Parigi 
Moutong 
yang kuat dengan 
menegakkan 
Peraturan 
Daerah (Perda)”. 
Sedangkan untuk 
Strategi 
Kelemahan-
Ancaman 
(Weaknesses-
Threats) 
yang 
diprioritaskan 
adalah 
“Meningkatkan 
SDM yang dapat 
membantu dalam 
penyuluhan 
peraturan PBB 
sektor Perdesaan 
sehingga 
realisasi dari 
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Pemda mencapai 
target 
2 Analisis 
Penerimaan 
Pajak Bumi Dan 
Bangunan 
Perdesaan Dan 
Perkotaan 
(PBB-P2) 
Terhadap 
Kontribusi 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) 
Di Kota 
Gorontalo 
Zulkifli, Lintje 
Kalangi, 
Hendrik 
Manossoh 
(2017) 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa 
penerimaan PBB-
P2 di Kota 
Gorontalo 
berdasarkan rasio 
pengumpulan 
pada tahun 2012 
sebesar 69,47%, 
tahun 2013 
sebesar 74,44%, 
tahun 2014 
sebesar 76,50%, 
tahun 2015 
sebesar 81,26% 
dan pada tahun 
2016 rasio 
penerimaan PBB-
P2 adalah sebesar 
86,75%. 
Klasifikasi 
penerimaan PBB-
P2 di Kota 
Gorontalo 
berdasarkan 
analisis rasio 
proporsi dan rasio 
pertumbuhan 
adalah potensial. 
Faktor-faktor 
penghambat 
penerimaan PBB-
P2 terhadap 
kontribusi 
penerimaan PAD 
di Kota Gorontalo 
adalah kesadaran 
wajib pajak, 
kesesuaian data, 
kekeliruan dalam 
dokumen 
penetapan, dan 
sumber daya 
Perbedaan 
penelitian ini 
dengan judul 
saya yaitu ingin 
lebih 
mengetahui 
bagaimana 
strategi yang 
dilakukan 
Pemerintah 
Kota Sukabumi 
untuk 
meningkatkan 
penerimaan 
PBB 
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manusia. 
Sementara faktor-
faktor yang 
mendukung 
penerimaan PBB-
P2 Di Kota 
Gorontalo adalah 
kepemimpinan, 
sumber daya 
manusia dan 
kompensasi. 
3 Strategi 
Pemungutan 
PBB Sebagai 
Upaya 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah Di Kota 
Mojokerto 
Deny Donovan 
dan Lailatul 
Amanah (2015) 
Bahwa 
Pemerintah Kota 
Mojokerto 
menggunakan 
strategi 
pemungutan PBB-
P2 yaitu 
percepatan 
penyedia pranata 
hukum, 
penyediaan sistem 
administrasi 
perpajakan 
modern, 
bekerjasama 
dengan instansi 
pemerintah 
lainnya, 
melakukan 
bimbingan teknis 
kepada petugas 
pemungut pajak, 
menyediakan 
pembayaran 
online, pembinaan 
kepada 
masyarakat, 
menyediakan 
pelayanan mobil 
Dinas Pendapatan 
Pengelolaan 
Keuangan dan 
Aset (DPPKA) 
keliling, 
penerapan sistem 
Perbedaan 
penelitian ini 
dengan judul 
saya yaitu di 
penelitian ini 
tidak hanya 
mengetahui 
bagaimana 
strategi 
pemugutannya 
tapi bagaimana 
strategi untuk 
meningkatkan 
penerimaan 
PBB. 
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rewards and 
punishment, dan 
mengadakan 
pekan panutan. 
4 Strategi 
Pemungutan 
Pajak Bumi Dan 
Bangunan Di 
Kota Pontianak 
Tara Arestu 
Ramanda 
(2015) 
Adanya faktor 
internal yang 
dimiliki dan 
faktor eksternal 
yang dihadapi 
oleh Dinas 
Pendapatan 
Daerah Kota 
Pontianak. Faktor 
internal yaitu 
kelemahan dan 
kekuatan serta 
faktor eksternal 
yaitu peluang dan 
ancaman. Kedua 
faktor tersebut 
dianalisis 
menggunakan 
analisis SWOT. 
Dan kemudian 
ditemukannya 
alternatif strategi 
untuk dapat 
meningkatkan 
pemungutan pajak 
bumi dan 
bangunan serta 
secara langsung 
meningkatkan 
pelayanan yang 
diberikan oleh 
Dinas Pendapatan 
Daerah Kota 
Pontianak. Jadi 
rekomendasi 
alternatif strategi 
yaitu strategi 
pelayanan online, 
strategi 
pembinaan dan 
pembinaan SDm, 
strategi 
Perbedaan 
penelitian ini 
dengan judul 
saya yaitu 
untuk 
mengetahui 
kendala-
kendala yang 
terjadi saat 
pemungutan, 
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pemutakhiran 
data, strategi 
sosialisasi 
interaktif dan 
strategi 
pemberdayaan 
petugas lapangan.  
5 Efektivitas 
Pemungutan 
Pajak Bumi Dan 
Bangunan 
Untuk 
Meningkatkan 
Pendapatan Asli 
Daerah (Studi 
Pada Dinas 
Pendapatan Asli 
Daerah Kota 
Malang) 
Tenny Putri 
Astutik, 
Mochamad 
Makmur, 
Suwondo 
Menurut tingkat 
efektivitas 
pemungutan pajak 
bumi dan 
bangunan dapat 
disimpulkan 
bahwa Dinas 
Pendapatan 
Daerah Kota 
Malang telah 
berhasil dalam 
merealisasikan 
pajak bumi dan 
bangunan atau 
lebih dari target 
yang telah 
ditentukan selama 
5 tahun terakhir, 
yang berarti telah 
menjalankan 
tugasnya dengan 
sangat efektif. 
Tingkat kontribusi 
pajak bumi dan 
bangunan 
terhadap PAD 
tahun 2008 
sampai tahun 
2012 mencapai 
angka dengan 
kriteria cukup 
baik yaitu 
persentase kriteria 
di atas 30,10% - 
40%. Rata-rata 
kontribusi pajak 
bumi dan 
bangunan sebesar 
31,63% yang 
Perbedaan 
dengan judul 
ini yaitu 
bagaimana 
strategi 
pemungutan 
pajak bumi dan 
bangunan di 
Kota 
Sukabumi. 
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menurut kriteria 
berarti cukup 
baik. 
 
Sumber: Diolah penulis 2018 
 Berdasarkan penelitian tersebut bahwa penerimaan pajak bumi bangunan 
di setiap daerah masih adanya target yang belum tercapai yang telah ditentukan 
oleh pemerintah daerahnya itu sendiri, dan adanya kendala-kendala dan faktor-
faktor yang terjadi pada saat pemungutan pajak bumi bangunan yang 
mengakibatkan penerimaan pajak bumi bangunan tidak mencapai target sehingga 
penerimaan pajak bumi bangunan ini belum optimal dalam upaya meningkatkan 
pendapatan asli daerah. Dengan uraian tersebut penulis tertarik mengambil judul 
“Strategi Penerimaan dan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Sebagai 
Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. 
  
1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah 
1.2.1 Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan bahwa pemerintah 
daerah masih banyak memiliki permasalah khususnya pada penerimaan dan 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di pemerintahan daerah. Adapun 
permasalahannya sebagai berikut: 
1. Masih terdapat masyarakat atau wajib pajak yang kurang akan kesadaran 
membayar pajak.  
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2. Masih adanya masyarakat atau wajib pajak yang belum mematuhi 
kewajiban pajak. 
3. Masih banyaknya daerah yang belum tercapai target penerimaan pajak 
bumi dan bangunan (PBB). 
4. Belum adanya strategi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan 
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 
1.2.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik perumusan 
masakah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai 
peningkatan pendapatan asli daerah? 
2. Bagaimana strategi pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai 
peningkatan pendapatan asli daerah? 
3. Apa saja kendala-kendala yang terjadi di masyarakat dalam meningkatan 
pendapatan asli daerah? 
 
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian  
 Penelitian akan terarah apabila dirumuskan tujuan dari penelitian 
tersebut, karena akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah 
penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana strategi penerimaan pajak bumi dan 
bangunan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah. 
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2. Unuk mengetahui bagaimana strategi pemungutan pajak bumi dan 
bangunan sebagai peningkatan pendapatan asli daerah 
3. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang terjadi di masyarakat 
dalam meningkatan pendapatan asli daerah 
1.3.2 Kegunaan Penelitian 
 Kegunaan penelitian adalah hasil dari penelitian yang dapat digunakan 
oleh berbagai pihak. Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat 
memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini, di antaranya: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Bagi Penulis 
 Penulis memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan menambah 
wawasan serta pemahaman tentang bagaimana strategi penerimaan dan 
pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah daerah untuk 
meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulis juga mengetahui kendala-kendala 
apa saja yang terjadi di masyarakat mengenai keberhasilan atau tidaknya 
penerimaan pajak dan pemungutan pajak bumi bangunan. 
b. Bagi Pembaca 
 Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek 
perpajakan, sebagai referensi atau sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan 
melakukan pengamatan secara mendalam khususnya pembahasan atau 
permasalahan yang serupa. 
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2. Kegunaan Praktis 
a. Bagi Wajib Pajak 
 Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan untuk Wajib 
Pajak serta menjadi masukan agar Wajib Pajak dapat meningkatkan penerimaan 
pajak bumi dan bangunan. 
b. Bagi Pemerintah Daerah 
Untuk mengevaluasi kegiatan penerimaan dan pemungutan pajak bumi 
dan bangunan di pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 
tersebut. 
